
 

 

 

 

 

 

 

    

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN  WALIKOTA  BATU 

NOMOR 39 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA  BATU, 

 

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 89 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 

2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang 

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11 

Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189,  Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia  Nomor 5348); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2018; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, 

dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 

2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018; 

19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

21. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Walikota Batu Nomor 26 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

22.  

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DANA 

BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 

 

 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Batu. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang 

selanjutnya disingkat DBHCHT adalah Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah 

Daerah Kota Batu. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 
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Pasal 2  

 

(1) Alokasi DBHCHT Pemerintah Kota Batu berdasarkan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 

2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar 

Rp13.072.850.000 (tiga belas milyar tujuh puluh dua 

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). 

(2) Alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

 

Pasal 3 

 

Pembagian alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dilakukan dengan komposisi sebagai 

berikut:  

a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) 

dari alokasi DBHCHT yang diterima daerah 

diperuntukan untuk mendukung program Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

b. sisa dari alokasi DBHCHT diperuntukan untuk  

mendanai program/kegiatan pembinaan lingkungan 

sosial dan melakukan sosialisasi sesuai dengan 

ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang 

kena cukai ilegal. 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembagian alokasi DBHCHT kepada SKPD  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung 

berdasarkan: 

a.  usulan kegiatan SKPD; dan 

b.  hasil Asistensi Kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa 

Timur.  

(2) Rincian alokasi DBHCHT kepada SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
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Pasal 5 

 

Pelaksanaan alokasi DBHCHT kepada SKPD mulai 

tanggal 1 Maret 2018. 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

      Ditetapkan di Batu 

      pada tanggal 31 Mei 2018 

 

WALIKOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

DEWANTI RUMPOKO 

 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal  31  Mei 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

EDDY MURTONO 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 39/A 
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Lampiran Peraturan Walikota Batu 
Nomor   :39         Tahun 2018 

Tanggal : 31             Mei 2018 
 

 
 

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

NO SKPD 
ALOKASI DBHCHT 

TA 2018 

1 Dinas Kesehatan  Rp5.036.365.997,00 

2 Badan Keuangan Daerah (Fungsi PPKD) Rp1.500.059.003,00 

3 Dinas Pertanian  Rp500.000.000,00 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Rp2.080.720.848,00 

5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan  

Rp2.017.657.190,00 

6 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  

Rp317.412.100,00 

7 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  Rp514.510.000,00 

8 Dinas Ketahanan Pangan  Rp241.462.000,00 

9 Dinas Sosial  Rp205.000.000,00 

10 Bagian Administrasi Perekonomian dan 

Pembangunan Sekretariat Daerah 

Rp293.102.862,00 

11 Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Rp366.560.000,00 

 Jumlah Rp13.072.850.000,00 

 

 
WALIKOTA  BATU, 

 

 
ttd 

 
DEWANTI RUMPOKO 

 

 


